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Abstrak
Pengawasan terhadap pengelolaan aset daerah harus ditangani dengan baik agar aset tersebut dapat
terjaga dan digunakan sesuai dengan kebutuhan operasioanal di setiap SKPD yang ada.Tujuan dari
penelitian ini adalah untuk mendiskripsikan dan menganalisis pengawasan yang akuntabel di
Inspektorat Kabupaten boven Digoel. Sumber data yang digunakan adalah data primer  dan data
sekunder.  Penelitian ini menggunakan metode pendekatan kualitatif. Hasil dari penelitian
menunjukkan bahwa pengawasan yang dilakukan oleh Inspektorat belum mencapai pengawasan
yang akuntabel dikerenakan belum ada Auditor internal pada Inspektorat tersebut sehingga
pengawasannya sebatas evaluasi dan pembinaan. Pemerintah kabupaten Boven Digoel sebaiknya
melihat dengan serius permasalahan yang ada di Inspektorat dalam hal kebutuhan pegawai tenaga
auditor sehingga pengawasan terhadap aset daerah kendaraan dinas roda empat tentunya lebih
optimal khususnya pada pengadaan, penyimpanan dan penyaluran, penggunaan, pengamanan dan
pemeliharaan, dan penghapusan,  sesuai  Permendagri No. 19 Tahun 2016 tentang pedoman
pengelolaan barang milik daerah.
Kata kunci: Akuntabilitas; Pengawasan;  Pengelolaan aset; Kendaraan dinas
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PENDAHULUAN
Inspektorat Daerah mempunyai kewenangan yang secara tegas harus
mengawal jalannya praktek pemerintahan, sehingga bisa mencegah dan mendeteksi
penyelewengan oleh aparatur pemerintah melalui pengawasan yang optimal.
Peraturan Menteri Dalam Negeri  Nomor : 19 tahun 2016  tentang Pedoman
Pengelolaan Barang Milik Daerah Bab Xiv Pembinaan, Pengendalian, Dan
Pengawasan Pasal 482, Ayat 3. Pengguna Barang  dan Kuasa Pengguna Barang
dapat meminta aparat pengawasan intern pemerintah untuk melakukan audit tindak
lanjut hasil pemantauan dan penertiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan
ayat (2). Pada Orde Reformasi inilah dimulai babak baru dan sekaligus sebagai
momentum pengaturan yang baru terhadap pengelolaan keuangan negara dan
daerah dengan 4 (empat) prinsip utama, yaitu: 1) Akuntabilitas berdasarkan hasil
atau kinerja; 2) Keterbukaan dalam setiap transaksi pemerintah; 3) Pemberdayaan
manajer professional; dan 4) Adanya lembaga pemeriksa eksternal yang kuat,
professional dan mandiri serta dihindarinya duplikasi dalam pelaksanaan
pemeriksaan (Suminto, 2004). Permasalahan yang sering di temukan di lapangan
sesuai dengan tupoksi Inspektorat dalam hal indentifikasi dan sasaran yang di
lakukan seperti pada Aspek Pengelolaan Aset adalah temuan berupa penyalagunaan
kendaraan dinas roda empat dan juga pemanfaatannya. Hal ini menjadi bahan
Laporan pertanggungjawaban bagi Inspektorat dalam menjalankan fungsi
pengawasan pengelolan Aset daerah di Kabupaten Boven Digoel.
Berdasarkan latar belakang tersebut, maka rumusan masalah dalam
penelitian ini adalah : Bagaimana akuntabilitas pengawasan Inspektorat di
Kabupaten Boven Digoel?, Bagaimana  pengawasan Inspektorat untuk mencapai
pengawasan yang akuntabel di Kabupaten Boven Digoel?, Bagaimana akuntabilitas
pengawasan Inspektorat pada aspek pengelolaan aset daerah di Kabupaten Boven
Digoel?. Berdasarkan  rumusan  masalah  yang  telah  diuraikan  di  atas  maka
tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut : 1.Untuk  mengetahui  Pengawasan
yang akuntabel di Inspektorat Kabupaten Boven Digoel, 2.Untuk  mengetahui
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pencapaian Pengawasan Inspektorat yang akuntabel  di Kabupaten Boven Digoel,
3. Untuk  mengetahui  Pengawasan Inspektorat pada aspek pengelolaan aset daerah
di Kabupaten Boven Digoel.
Makna akuntabilitas ini merupakan konsep filosofis inti dalam manajemen
sektor publik. Dalam akuntanilitas terkandung kewajiban untuk menyajikan dan
melaporan segala tindak tanduk dan kegiatan administrasi keuangan kepada pihak
yang lebih tinggi/atasanya (Sedarmayanti, 2009). Menurut Dubnick 2002, akar
konsep akuntabilitas saat ini dapat di telusuri dari Raja Wiliam I pada dekade
sesudah tahun 1066 Norman merebut Inggris.
Di tahun 1085 Wiliam memerlukan semua pemilik harta dalam kerajaannya
untuk meminjamkan apa yang mereka miliki.  Kepemilikan dinilai dari didaftar
(disensus) oleh pegawai kerajaan kedalam buku yang dinamakan Domesday.
Sensus ini tidak dimaksudkan semata-mata untuk tujuan pajak, tetapi juga sebagai
alat untuk menetukan dasar pelaksanaan kepemerintahan kerajaan (Sangkala,
2016). Ellwood 1993 menjelaskan terdapat empat dimensi akuntabilitas yang harus
dipenuhi oleh organisasi sektor publik, yaitu: Akutabilitas Kejujuran dan
Akuntabilitas Hukum (Accountability for Probity and Legality), Akuntabilitas
kejujuran terkait dengan penghindaran penyalahgunaan jabatan (abuse of power),
sedangkan akuntabilitas hukum terkait dengan jaminan adanya kepatuhan terhadap
hukum dan peraturan lain yang disyaratkan dalam penggunaan sumber dana publik.
Akuntabilitas proses terkait dengan apakah prosedur yang digunakan dalam
melaksanakan tugas sudah cukup baik dalam hal kecukupan sistem informasi
akuntansi, sistem informasi manajemen, dan prosedur administrasi. Akuntabilitas
program terkait dengan pertimbangan apakah tujuan yang ditetapkan dapat dicapai
atau tidak, dan apakah telah mempertimbangkan alternatif program yang
memberikan hasil yang optimal dengan biaya yang minimal. Akuntabilitas
kebijakan terkait dengan pertanggungjawaban pemerintah, baik pusat maupun
daerah, atas kebijakan-kebijakan yang diambil pemerintah terhadap DPR/DPRD
dan masyarakat luas (Ellwod dalam Manggaukang, 2006). Jenis pengawasan dilihat
dari bidang pengawasannya, terdiri atas:Pengawasan anggaran pendapatan
(budgetary control);Pengawasan biaya (cost control);Pengawasan barang invetaris
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(inventory control); Pengawasan produksi ( production control);Pengawasan
jumlah hasil kerja ( quality control) (Mukarom & Laksana, 2016).
Pengawasan adalah suatu proses kegiatan yang dilakukan secara terus-
menerus atau berkesinambungan untuk mengamati, memahami, dan menilai setiap
pelaksanaan kegiatan tertentu sehingga dapat dicegah atau diperbaiki kesalahan
atau penyimpangan yang terjadi (Adisasmita, 2011). Pengawasan adalah dalam
bentuk pemeriksaan untuk memastikan bahwa apa yang sudah di kerjakan adalah
juga dimaksudkan untuk membuat sang manajer waspada terhadap suatu persoalan
potensial sebelum persoalan itu menjadi serius. Pengawasan adalah suatu proses
dasar, serupa saja di manapun ia terdapat dan apapu yang diawasi (Terry, 1992).
Penelitian tentang Fungsi Inspektorat dalam hal Pengawasan sebelumnya perna
dilakukan oleh Setiawan & Putro (2013), dengan judul Optimalisasi Fungsi
Inspektorat dalam Pengawasan Keuangan Daerah. Peran Inspektorat Kabupaten
Indragiri Hulu dalam melaksanakan pengendalian dan pengawasan keuangan
daerah yang tertuang dalam APBD Kabupaten Indragiri Hulu belum optimal.
METODE PENELITIAN
Jenis Penelitian dan Lokasi Penelitian
Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif (qualitatif methods).
Sedangkan untuk mencari jawaban tentang proses akuntabilitas kinerja instansi
pemerintah, dan faktor-faktor pendukung dan penghambat akuntabilitas kinerja
inspektorat pada aspek pengelolaan keuangan di Kabupaten Boven Digoel, maka
jenis penelitian yang digunakan adalah deskriptif, yaitu  jenis penelitian yang
menggambarkan fenomena atau kejadian secara apa adanya. Penelitian kualitatif
mengkaji perspektif partisipan dengan strategi-strategi yang bersifat interaktif dan
fleksibel. Penelitian kualitatif ditujukan untuk memahami fenomena-fenomena
sosial dari sudut pandang partisipan. Dengan demikian arti atau pengertian
penelitian kualitatif tersebut adalah penelitian yang digunakan untuk meneliti pada
kondisi objek alamiah, (sebagai lawannya adalah eksperimen) dimana peneliti
merupakan instrumen kunci, teknik pengumpulan data dilakukan secara triagulasi
(gabungan), analisis data bersifat induktif/kualitatif, dan hasil penelitian kualitatif
lebih menekankan makna dari pada generalisasi (Sugiyono, 2016).
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Lokasi Penelitian
Penelitian ini mengambil lokus pada Kantor Inspektorat Kabupaten Boven
Digoel yang dipilih sebagai lokasi penelitian.  karena Provinsi Papua adalah daerah
Otonomi Khusus dan Kabupaten Boven Digoel ini adalah salah satu kabupaten
pemekaran di Selatan Papua yang dimekarkan dari Kabupaten induk Merauke.
Fokus Penelitian
Adapun fokus penelitian ini yakni Pada Aspek Pengelolaan Aset Daerah di
Kabupaten Boven Digoel dimensi Akuntabilitas Hukum  dan Akuntabilitas Proses,
yakni pada pengawasan dan pemeriksaan terhadap Kendaraan Dinas Roda Empat
selanjutnya di laporkan dalam bentuk Dokumen tertulis. Akuntabilitas proses
terkait dengan apakah prosedur yang digunakan dalam melaksanakan tugas sudah
cukup   baik dalam hal kecukupan sistem informasi akuntansi, sistem informasi
manajemen, dan prosedur administrasi.
Sumber Data
Dalam penelitian ini pihak yang dijadikan sumber data adalah Kepala
Inspektorat dan Inspektur pembantu (Irban) yang dianggap mempunyai informasi
kunci (key-informan). maka data yang diperlukan sebagai berikut : Data Umum
(Sekunder),Data Khusus (Primer).
Informan Penelitian
Untuk teknik penentuan informan dilakukan secara purposive Sampling
yaitu dengan memilih informan yang dianggap representatif untuk memberikan
informasi mengenai Akuntabilitas Pengawasan Inspektorat Pada Aspek
Pengelolaan Aset Di Kabupaten Boven Digoel. Adapun Informan yang dianggap
representatif adalah sebagai Berikut : Inspektur Kabupaten Boven Digoel, Kepala
BPKAD Kabupaten Boven Digoel, DPRD (Ketua Komisi A) Kabupaten Boven
Digoel.
Teknik Mengumpulkan Data
Menurut Lofland dan Lofland dalam Moleong (2015), sumber data utama
dalam penelitian kualitatif ialah kata-kata dan tindakan, selebihnya adalah data
tambahan seperti dokumen, dan lain-lain.
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Teknik Analisis Data
Untuk memberikan jawaban terhadap permasalahan yang ada agar sesuai
dengan tujuan penelitian, maka metode analisis yang digunakan adalah metode
analisis kualitatif. Metode analisis kualitatif ini digunakan dengan pertimbangan :
Pertama, menyesuaikan metode kualitatif lebih mudah apabila berhadapan dengan
kenyataan ganda; Kedua, metode ini menyajikan secara langsung  hakikat
hubungan antara peneliti dengan responden dan Ketiga, metode ini lebih peka dan
lebih dapat menyesuaikan diri dengan banyak penajaman pengaruh bersama
terhadap pola-pola dan nilai-nilai yang dihadapi, (Moleong, 2015).
HASIL PENELITIAN
Dari hasil penelitian lapangan didapati bahwa pengawasan yang dilakukan
oleh Inspektorat hanya sebatas evaluasi dan pembinaan, dalam setahun pengawasan
dilakukan pertriwulan, hal ini yang menyebabkan pengawasan oleh Inspektorat
Kabupaten Boven Digoel belum mencapai pengawasan yang Akuntabel dan juga
pengawasan yang optimal terkait dengan pengawasan terhadap aset daerah
kendaraan dinas roda empat yang ada di Kabupaten   Boven Digoel.   Kendaraan
dinas roda empat yang merupakan aset daerah di kabupaten Boven Digoel belum
tertata dan terdata dengan baik, hal ini yang menyebabkan penyalagunaan oleh
SKPD dan juga oleh pejabat yang diberi tanggungjawab sebagai pemakai
kendaraan dinas tersebut, masih banyak di temukan di lapangan pada saat peneliti
melakukan obeservasi dan juga wawancara terkait dengan fungsi pengawasan
Inspektorat terhadap pengelolaan aset daerah kendaran dinas yang ada di Kabupaten
Boven Digoel sepenuhnya belum ada pengawasan yang di lakukan. Inspektorat
Kabupaten Boven Dogoel sangat lambat dalam menanggapi segala bentuk regulasi
yang ada, sehingga menyebabkan pengawasan selama ini belum mencapai sebuah
pengawasan yang akuntabel, pengewasannya hanya berupa evaluasi dan pembinaan
serta di laporkan kepada Bupati.
Kurangnya pengawasan yang optimal di pengaruhi oleh Sumber Daya
Manusia yang kurang memadai di dalam Inspektorat itu sendiri, ketersediaan
Auditor pada Inspektorat Kabupaten Boven Digoel belum ada sampai dengan pada
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saat ini, hal ini di pengaruhi oleh kurangnya respon pejabat pengambil kebijakan di
daerah yang menyebabkan pengawasan di Kabupaten Boven Digoel bisa di katakan
belum mencapai sebuah pengawasan yang akuntabel. Pengelolaan Keungan di
Kabupaten Boven Digoel belum mencapai opini yang di tawarkan oleh BPK, mulai
dari pemekaran Kabupaten Boven Digoel pada tahun 2004 sampai dengan saat ini
belum bisa mencapai Opini yang di tawarkan Oleh BPK RI, hal ini bisa
mencerminkan bahwa pengelolaan dan pengawasan belum mencapai target yang di
harapkan untuk kesejahteraan masyarakat Kabupaten Boven digoel itu sendiri,
karena keungan yang ada sebagian besar hanya di pergunakan untuk pengadaan
kendaraan dinas roda empat dan kendaraan dinas roda dua setiap tahunnya tanpa
ada pengawasan yang ketat oleh Inspektorat dan DPRD Kabupaten.
Fungsi pengawasan yang di lakukan oleh Inspektorat Kabupaten Boven
Digoel hanya sebatas Pengawasan yang bersifat evaluasi dan Pembinaan setiap
tahunnya, setelah itu di laporkan kepada Inspektur dan di tindaklanjuti kepada
Bupati.  Pengawasan belum begitu optimal dikarenakan oleh belum adanya tenaga
auditor pada Inspektorat Kabupaten Boven Digoel, sehingga pengawasannya belum
bisa sampai pada tahap pemeriksaan dan pengusutan terkait dengan pelanggaran
yang di lakukan oelh setiap SKPD dan juga Pejabat di daerah Kabupaten Boven
Digoel.(Sumber : Hasil Wawancara Irban III Inspektorat Kabupaten Boven Digoel).
Pengawasan yang dilakukan oleh Inspektorat Kabupaten Boven Digoel selama
empat tahun terakhir ini belum mencapai hasil yang baik, dengan kata lain
pengawasannya berjalan di tempat.
Terkait dengan Tupoksi inspektorat yaitu melakukan pengawasan
pengelolaan keuangan daerah termasuk juga dengan pengelolaan aset yang di miliki
oleh pemerintah daerah, yang melakukan pemeriksaan dan pengawasan adalah
Auditor Inspektorat, sedangkan Inspektorat sendiri sampai saat ini belum memiliki
auditor sehingga pengawasan yang selama ini di lakukan hanya sebatas evaluasi
serta pembinaan, belum bisa mencapai sebuah pengawasan yang optimal
dikerenakan Inspektorat tidak bisa melalukan penyidikan dan pemeriksaan yang
mendalam terkait dengan pelanggaran yang di lakukan di daerah oleh pejabat dan
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pegawai yang ada, di tambah lagi dengan kurangnya keseriusan dari Inspektorat itu
sendiri dalam menjalakan tugas dan fungsinya sebagaimana mestinya.
Pengawasan Inspektorat terhadap belanja modal di Kabupaten Boven
Digoel belum bisa dilakukan semaksimal mungkin, hal ini dipengaruhi oleh letak
goegrafis yang sangat sulit di jangkau teruatama pada hampir semua
Distrik/Kecamatan yang berada di Kabupaten Boven Digoel. Berbicara mengenai
Kendaraan Dinas di Kabupaten Boven Digoel menurut Ketua Komisi A DPRD
kabupaten Boven Digoel yang juga menangani masalah Pengawasan di daerah,
Boven Digoel sangat unik dalam permasalahan Kendaraan dinas terutama
kendaraan Dinas Roda Empat karena pemanfaatan dan penggunaannya tidak pada
tempatnya, lebih parah lagi keberadaannya tidak di ketahui sampai saat oleh
BPKAD dan juga Inspektorat itu sendiri, menurut pengakuan Ketua Komisi A
DPRD Kabupaten Boven Digoel, Pengawasan yang dilakukan oleh Inspektorat
selama ini berjalan ditempat..
PEMBAHASAN
Dalam penelitian ini terlihat bahwa ada beberapa aspek yang secara
langsung mempengaruhi proses pengawasan oleh Inspektorat di Kabupaten Boven
Digoel, yaitu: belum adanya SOP yang menjadi patokan pelaksanaan pengawasan
di daerah, ketersedian sumber daya manusia yang sangat belum memadai terutama
auditor yang belum ada sampai saat ini, regulai yang terkait dengan penglolaan aset
daerah juga belum di buat oleh pengambil kebijakan di daerah bersama-sama
dengan DPRD, seperti Perda dan Peraturan Bupati.
Terwujudnya akuntabilitas merupakan tujuan utama dari reformasi sektor
publik. Tuntutan akuntabilitas publik mengharuskan lembaga-lembaga sektor
publik untuk lebih menekankan pada pertanggungjawaban horizontal bukan hanya
pertanggungjawaban vertical. Tuntutan yang kemudian muncul adalah perlunya
dibuat laporan keuangan eksternal yang dapat menggambarkan kinerja lembaga
sektor publik. Akuntabilitas publik yang harus dilakukan oleh organisasi sektor
publik terdiri atas beberapa dimensi. Ellwood dalam Manggaukang (2006),
menjelaskan terdapat empat dimensi akuntabilitas yang harus dipenuhi oleh
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organisasi sektor publik, namun yang menjadi fokus pembahasan saya yaitu :
akuntabilitas hukum dan akuntabiltas proses, dimana akuntabilitas hukum terkait
dengan jaminan adanya kepatuhan terhadap hukum dan peraturan lain yang
disyaratkan dalam penggunaan sumber dana publik, serta akuntabilitas proses
terkait dengan apakah prosedur yang digunakan dalam melaksanakan tugas sudah
cukup baik dalam hal kecukupan sistem informasi akuntansi, sistem informasi
manajemen, dan prosedur administrasi. Dari hasil wawancara di lapangan pada saat
melakukan penelitian terkait dengan akuntabilitas pengawasan inspektorat pada
aspek pengelolaan aset kendaraan dinas roda empat di kabupaten boven digoel oleh
Inspektorat Kabupaten Boven Digoel bahwa yang menjadi kendala oleh inspektorat
itu sendiri adalah belum adanya Perda, Perbub dan SK yang menerangkan atau
menjelelaskan tentang status pemegang dan pengambilan kembali aset yang
menjadi hak dari Pemda Boven Digoel, regulasi yang mengatur tentang
penghapusan aset Kendaraan Dinas Roda empat belum ada sampai saat ini, baru
sebatas rancangan peraturan daerah dan belum di bahas di DPRD Kabupaten Boven
Digoel.
Regulasi yang mengatur tentang penghapusan aset daerah sampai saat ini
belum ada, hal sangat berpengaruh terhadap pemborosan dan juga kerugian
negara/daerah itu sendiri, dikarenakan kendaraan dinas khususnya Kendaraan Roda
Empat yang sudah tidak layak jalan dan yang sudah tidak diketahui keberadaannya
masih tetap ditanggung pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) ke Kantor
Samsat oleh Pemerintah Daerah, sedangkan pemanfatannya bukan untuk urusan
dinas, namun pajak kendaran tersebut masih di tanggung oleh APBD. Respon
terhadap perubahan regulasi sangat terlambat sekali di Inspektorat itu sendri, hal ini
kurang di perhatikan oleh pimpinan daerah dan juga pimpinan inspektorat
(Inspektur), persoalan ini sangat berlarut sampai saat ini, terbukti bahwa segala
bentuk regulasi yang turun dari pemerintah pusat sampai dengan regulasi tersebut
kadaluarsa tidak perna di laksanakan regulasi tersebut yang terkait dengan tugas
dan fungsi dari Inspektorat. Masih banyak pelanggran dalam hal pemanfaatan dan
penggunaan aset yang dilakukan oleh pejabat dan pegawai yang menggunakan
kendaraan dinas di Kabupaten Boven digoel, belum adanya kesadaran terhadap
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penggunaan aset milik daerah yang dibeli menggunakan uang rakyat. (Sumber :
Hasil Wawancara Irban III Inspektorat Kabupaten Boven Digoel).
Menurut Inspektur Pembatu (Irban III), Pengawasan yang di lakukan selama
tidak melakukan sesuai SOP yang ada, dikarenakan SOP belum dibuat pada tahun
sebelumnya,  Inspektorat baru melakukan tupoksi sesuai SOP pada tahun 2017 ini
yang dituangkan dalam Renstra Inspektorat tahun 2017 s/d 2021.  (Sumber : Hasil
Wawancara Irban III Inspektorat Kabupaten Boven Digoel).  Akuntabilitas proses
termanifestasi melalui pemberian pelayanan publik yang cepat, responsive, dan
murah biaya.  Pengawasan dan pemeriksaan terhadap pelaksanaan akuntabilitas
proses dapat dilakukan, misalnya dengan memeriksa ada tidaknya mark up dan
pungutan-pungutan lain di luar yang ditetapkan, serta sumber-sumber inefisiensi
dan pemborosan yang menyebabkan mahalnya biaya pelayanan publik dan
kelambanan dalam pelayanan. Pengawasan dan pemeriksaan akuntabilitas proses
juga terkait dengan pemeriksaan terhadap proses tender untuk melaksanakan
proyek-proyek publik. Yang harus dicermati dalam kontrak tender adalah apakah
proses tender telah dilakukan secara fair melalui Compulsory Competitive
Tendering (CCT), ataukah dilakukan melalui korupsi, kolusi, dan nepotisme
(KKN).
Akuntabilitasp proses terkait dengan apakah prosedur yang digunakan
dalam melaksanakan tugas sudah cukup baik dalam hal kecukupan sistem informasi
akuntansi, sistem informasi manajemen, dan prosedur administrasi. Kurangnya
pengawasan yang optimal di pengaruhi oleh Sumber Daya Manusia yang kurang
memadai di dalam Inspektorat itu sendiri, ketersediaan Auditor pada Inspektorat
Kabupaten Boven Digoel belum ada sampai dengan pada saat ini, hal ini di
pengaruhi oleh kurangnya respon pejabat pengambil kebijakan di daerah yang
menyebabkan pengawasan di Kabupaten Boven Digoel bisa di katakan belum
mencapai sebuah pengawasan yang akuntabel. Pengelolaan Keungan di Kabupaten
Boven Digoel belum mencapai opini yang di tawarkan oleh BPK, mulai dari
pemekaran Kabupaten Boven Digoel pada tahun 2004 sampai dengan saat ini belum
bisa mencapai Opini yang di isyaratkan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).
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Belum adanya Perda, Perbub dan SK yang menerangkan atau menjelelaskan
tentang status pemegang dan pengambilan kembali aset yang menjadi hak dari
Pemda Boven Digoel, regulasi yang mengatur tentang penghapusan aset Kendaraan
Dinas Roda empat belum ada sampai saat ini, baru sebatas rancangan peraturan
daerah dan belum di bahas di DPRD Kabupaten Boven Digoel.   Regulasi yang
mengatur tentang penghapusan aset daerah sampai saat ini belum ada, hal sangat
berpengaruh terhadap pemborosan dan juga kerugian negara/daerah itu sendiri,
dikarenakan kendaraan dinas khususnya Kendaraan Roda Empat yang sudah tidak
layak jalan dan yang sudah tidak diketahui keberadaannya masih tetap ditanggung
pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) ke Kantor Samsat oleh Pemerintah
Daerah, sedangkan pemanfatannya bukan untuk urusan dinas, namun pajak
kendaran tersebut masih di tanggung oleh APBD.  Pengawasan yang optimal atau
akuntabel didukung dengan Sumberdaya yang memadai, sehingga Inspektorat
sangat membutuhkan Auditor yang menunjang kinerja dari Inspektorat di
Kabupaten Boven Digoel. Untuk mencapai Opini yang ditawarkan oleh BPK RI
dalam hal pengelolaan Keuangan Daerah, dibutuhkan Kerja sama yang baik dari
semua pihak yang. Bagi pengambil kebijakan di daerah dan juga peran serta
Inspektur daerah dalam mengawal semua pengajuan dan permintaan tenaga Auditor
yang selama ini belum terealisasi prosesnya di BKD Kabupaten Boven Digoel.
Perlunya Bimtek dan Pelatihan bagi semua pegawai yang ada pada Inspektorat itu
sendiri sehingga dapat mencapai sebuah Tupoksi Pengawasan yang Optimal, hal ini
didukung oleh keuangan daerah.
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